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Abstrak
 

Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, utamanya pada masa Orde Baru telah

memberikan bekas yang mendalam bagi masyarakat, bahwa pada saat itu pembinaan teritorial telah menjadi

kepanjangan tangan dari politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyadar-kan para

pemimpin TNI untuk melakukan pembenahan ke dalam agar TNI yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan

untuk rakyat ini, tidak tercabut dari akarnya yaitu rakyat itu sendiri; untuk itu kemudian lahirlah berbagai

upaya reformasi atau penataan kembali yang salah satunya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor

34/2004 tentang TNI. Berpedoman pada peraturan inilah kemudian TNI melaksanakan Pembinaan

Teritorial, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyiapan potensi pertahanan khususnya dan

membantu meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya.

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembinaan teritorial oleh satuan

komando kewilayahan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan teritorial

(Binter) dan bagaimana sebaiknya pembinaan teritorial dimasa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan

dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen yang diambil dari catatan, buku dan dokumen lainnya

yang memuat data pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Teritorial dan dilengkapi dengan

wawancara dengan beberapa nara sumber.

 

Melalui serangkaian analisis secara kualitatif dihadapkan pada prinsip ketahanan nasional menunjukkan

bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari pelaksanaan pembinaan teritorial terhadap upaya peningkatan

ketahanan nasional, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mendorong

meningkatnya ketahahan nasional. Dengan dilaksanakannnya pembinaan teritorial oleh TNI AD di berbagai

daerah telah membuka peluang bagi meningkatnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya

kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional. Berbagai kegiatan

Binter telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi meningkatnya ketahanan nasional.

 

Namun demikian dalam pelaksanaanya masih saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terutama

adalah masalah payung hukum atau undang-undang yang sampai saat ini belum ada yang mengatur,

pembinaan teritorial belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dan adanya rasa trauma dari

sebagian kalangan atas pelaksanaan pembinaan teritorial pada masa lalu. Oleh sebab itu dimasa yang akan

datang pembinaan teritorial, sebaiknya Binter direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan

kondisi saat ini. Binter agar dimasukkan menjadi bagian dari OMSP, dan dijalankan dengan menetapkan

skala prioritas, misalnya untuk daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah

tertinggal/terbelakang, serta dengan menetapkan prioritas permasalahan dengan disertai jangka waktu

pelaksanaan dan target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan serta harus memperhatikan aspek non
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militer di daerah.

<hr>

Being the continuation of the rulers power politic during the New Order Era, pervasive image of territorial

command has entrenched for quite sometime within the Indonesian society. Given this fact, leaders of TNI,

clearly grasp the counter productive results of such legacy, have initiated internal reform within the

institution. This particular reform is aimed at refurbishing the flawed image of TNI so that its original

identity remain rooted as the soldiers of the people, originated from the people, manned by the people and

devoted for the sake of the people. Subsequently, this endeavour leads to reformation and transformation

within the TNI, which eventually grounded the passing of the National Legislation Act No.34/2000 on TNI.

This very legislation eventually enacts as a legal umbrella for the TNI in performing territorial function in

preparing the national defence potentials in particular and bolstering national resilience in more broad sense.

 

This research was held to provide, inter alia, clear-cut description and analysis to the role of territorial

function executed by territorial command, firm comprehension of affecting factors during the process and

possible best practice in the future. Further, this research was conducted through qualitative approach which

drawn from numerous resources ranging from official notes, books a long with other form of documents

containing data of territorial activities performed by territorial command, in addition to records of interviews

with some subject matter expert figures.

 

Even tough territorial management does not deserve all the tribute of being the only factor held accountable

for the rise of the level of national resilience, scores of qualitative analysis in term of national defence

principles have clearly shown that territorial function does produce significant contribution toward the effort

in strengthening national defence. The Indonesian Army territorial management, which has been conducted

in some regions within the Indonesian territory, has opened the door of opportunity in stimulating

economics activities which eventually boost up national prosperity and security in lead up to further

enhancement in the level of national resilience. Equally, significant contribution in procurement of national

resilience is resulted from series of territorial management?s efforts which cover several methods of

approach, ranging from geography, demography, social condition, civic mission to social communication.

 

Some urgent issues which may affected the application of territorial management are the absence of legal

umbrella and constitutional ground, limited dissemination of the idea of territorial management to the

society and traumatic experience in some parts of the society for the possibility of abuse in the practice of

territorial management as happen in the past. Given that, future territorial management should be revitalised

to fit in to the present situation and condition. The territorial management, as part of Military operation

Other Than War (MOOTW), is applied with clear scale of priority to give clear distinction in its practices,

i.e., conflict zones, possible conflict zones, border zones, and less developed regions. Another way to further

enhance the effectiveness of this effort is by setting problems? priority along with clear time frame and

target to measure the level of success while still paying considerable attention toward non-military aspects in

the regions.


